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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor
52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
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Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat Il
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
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atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.57%;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2021 Nomor 7),

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 52
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah
Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, d, dan e diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang
membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan;

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

2. Judul Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga
keseluruhan berbunyi berikut:
Bagian Ketiga
Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
10 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang
Kepala Penataan, Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis dan menyelenggarakan program
dan/atau kegiatan Tata Lingkungan.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2), Bidang Penataan, Penaatan dan

Peningkatan Kapasitas Lingkungan menjalankan fungsi:

a.

penyusunan inventarisasi data dan informasi
sumberdaya alam;

penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM);

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH);

penentuan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup

(Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik
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Regional Bruto hijau, mekanisme insentif
disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup (NSDA dan LH);

penyusunan informasi kinerja pengelolaan
lingkungan hidup daerah;

penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH);

penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Daerah;

fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan Kajian Lingkungan HIdup Strategis
(KLHS);

fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian
Lingkungan HIdup Strategis (KLHS);

pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hldup
Strategis (KLHS);

koordinasi penyusunan instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
(Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan
Lingkungan, persetujuan  lingkungan,  Audit
Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan
Hidup);

penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis
mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan /Upaya Pemantauan
Lingkungan);

penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup;
pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
penyusunan Kkebijakan tentang tata cara pelayanan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan
masyarakat;
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fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan
lingkungan;

pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas
pengaduan;

penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil
verifikasi pengaduan;

pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan
pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar
pengadilan maupun melalui pengadilan;

sosialisasi tata cara pengaduan,;

pengembangan  sistem informasi penerimaan
pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan
yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha
dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan
lingkungan;

pelaksanaan pengawasan terhadap penerima
persetujuan lingkungan;

pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi
hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan;
pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

pembentukan tim koordinasi penegakan hukum
lingkungan,;

pembentukan tim monitoring dan koordinasi
penegakan hukum;

pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran
lingkungan hidup;

penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu;

pengembangan materi diklat dan penyuluhan

lingkungan hidup;
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pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan
hidup;

pengembangan data dan akses informasi
lingkungan,;

peningkatan Kkapasitas instruktur dan penyuluh
lingkungan hidup;

pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat
peduli lingkungan hidup;

pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan
penyuluhan;

penyiapan  sarpras diklat dan penyuluhan
lingkungan hidup;

pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
penyusunan kebijakan tata cara pemberian
penghargaan lingkungan hidup;

pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal

12 berbunyi sebagai berikut:

(2)

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pasal 12

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
dipimpin oleh  seorang Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis
dan menyelenggarakan program dan/atau

kegiatan di Bidang Pengelolaan Persampahan
dan Limbah B3.
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Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3 menjalankan fungsi:

a.

penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat
kota;

penetapan target pengurangan sampah dan
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu;

perumusan kebijakan pengurangan sampah;
pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/industri;

pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan
kemasan yang mampu,

pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari
produk dan kemasan produk;

perumusan kebijakan penanganan sampah di
Daerah;

koordinasi pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampabh,;
pembangunan sarana prasarana persampahan;
penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan
pengurangan sampah;

pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan
sampah;

pemungutan retribusi atas jasa layanan
pengelolaan sampabh;

penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara
(TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap
darurat pengelolaan sampah;

pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan

pemrosesan akhir sampah;
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pelaksanaan Kkerjasama dengan kabupaten/kota
lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola
sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah sesuai ketentuan;

pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan
sampah;

penyusunan kebijakan perizinan pengolahan
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan
akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
pelaksanaan perizinan pengolahan sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan
kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan
oleh pihak lain (badan usaha);

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak
lain (badan usaha);

perumusan penyusunan Kkebijakan perizinan
penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
satu daerah;

pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara
limbah B3 dalam satu daerah;

pelaksanaan pemantauan dan  pengawasan
penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu
daerah;

penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan
dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
satu daerah;

pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara
limbah B3 dalam satu daerah;

pelaksanaan pemantauan dan  pengawasan

penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu
daerah;
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penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan
dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan} dalam
satu daerah;

pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3
dilakukan dalam satu daerah;

pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3
medis;

pemantauan dan pengawasan terhadap
pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan
penimbunan limbah B3;

pembentukan tim penilai pendukung penghargaan
adipura;

melakukan  dukungan program pemberian
penghargaan adipura;

melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen
dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan
sampah;

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
kebersihan Daerah;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak
lain (badan usaha);

melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain
dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
sesuai ketentuan;

sosialisasi dan pengembangan program dan
kegiatan pengurangan dan penanganan sampah;
pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan
usaha);

fasilitasi kegiatan pembersihan sampah di jalan-
jalan dan tempat-tempat umum;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
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Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
Pasal 14

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan  Kerusakan
Lingkungan yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas;

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis
dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan
di Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjalankan
fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar
institusi dan non institusi;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara,
tanah;
c. penentuan baku mutu lingkungan;
pelaksanaan penanggulangan pencemaran
(pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;
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pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber
pencemar institusi dan non institusi;

penentuan baku mutu sumber pencemar;
pengembangan sistem informasi kondisi, potensi
dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
kepada masyarakat;

penyusunan Kkebijakan pembinaan terhadap
sumber pencemar institusi dan non institusi;
pelaksanaan  pembinaan  terhadap sumber
pencemar institusi dan non institusi;

pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;

penyediaan sarana dan prasarana pemantauan
lingkungan,;

penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
pelaksanaan penanggulangan (pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian)
kerusakan lingkungan;

pelaksanaan pemulihan (pembersihan remediasi,
rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
pelaksanaan pengawetan sumber daya alam,
pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber
daya alam;

pelaksanaan pencadangan sumber daya alam,;
pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim;

pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca
(GRK);

perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
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penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati;

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
konservasi keanekaragaman hayati;

penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati;

pengembangan sistem informasi dan pengelolaan
database keanekaragaman hayati;

pelaksanaan pembangunan dan penataan taman,
monumen, tugu dan air mancur;

pelaksanaan, pengadaan sarana dan prasarana
taman kota;

pelaksanaan inventarisasi jenis, jumlah satuan,
luas taman, monumen, tugu dan air mancur;
pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan taman,
monumen, tugu dan air mancur;

pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan
kelistrikan taman kota;

pengumpulan, pengelolaan dan pelaksanaan
pembibitan tanaman;,

pengawasan dan pengendalian proses pembibitan
tanaman;

melakukan pemeliharaan terhadap jalur hijau dan
taman lainnya;

menyiapkan prasarana beserta kelengkapannya
dalam rangka pemeliharaan terhadap jalur hijau
dan taman lainnya;

pengelolaan penjualan hasil penebangan pohon
dan hasil pemanfaatan sarana fasilitas umum
seperti kebon rojo dan taman kota lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundangan;

melakukan koordinasi pengembangan penghijauan
kota;

perumusan kebijakan penghijauan kota;

pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan
kritis;
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nn. pembinaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim;
oo. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu pasal,

yaitu Pasal 20A sehingga keseluruhan berbunyi berikut:
Pasal 20A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini,

pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya

pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota sesuai

ketentuan.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Desember 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADJl WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 197*1210 200604 1 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS
_1 .................................................................... ; SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL : i
|
SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
BIDANG PENATAAN, PENAATAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH BIDANG PENGENDALIAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN LIMBAH B3 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN LINGKUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

DAN
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